BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATQO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Peraturan

Mengingat

= 1.

2.

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan
rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD
disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas
dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling
lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran

berkenaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



9.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51653);




3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwato Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 4269);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43355).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421},
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);




14.

15.

16.

17.

i8.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang




19.

20.

21

22.

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, Dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah KAbupaten Pohuwatc Nomor
1j.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

Menetapkan :

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan P-APBD adalah Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun
Anggaran 2023.




Pasal 2
Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah.

Pasal 3
Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp.
916.494.810.734,- setelah perubahan sebesar Rp. 947.160.233.028,-
bertambah sebesar Rp. 30.665.422.294,- yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
sebelum perubahan sebesar Rp. 86.170.265.470,- setelah perubahan
sebesar Rp. 101.536.707.464,- bertambah sebesar Rp. 15.366.441.994,-
yang terdiri atas:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain - lain PAD yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum
perubahan sebesar Rp. 19.704.379.261,- setelah perubahan sebesar Rp. 0,-
tidak ada perubahan.

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b, sebelum
perubahan sebesar Rp. 8.101.719.400,- setelah perubahan sebesar Rp. 0,
tidak ada perubahan.

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebelum perubahan sebesar sebesar Rp.
3.800.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 0,- tidak ada perubahan.

(5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
sebelum perubahan Rp. 54.564.166.809,- setelah perubahan sebesar Rp.
69.930.608.803,- bertambah sebesar Rp. 15.366.441.994,-.




(1)

Pasal 5
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
sebelum perubahan sebesar Rp. 812.626.445.000,- setelah perubahan
sebesar Rp. 825.940.838.000,- bertambah sebesar Rp. 13.314.393.000,-
yang terdiri atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp. 777.626.445.000,- setelah
perubahan sebesar Rp. 790.765.838.000,- bertambah sebesar Rp.
13.139.393.000,-.

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp. 35.000.000.000,- setelah
perubahan sebesar Rp. 35.175.000.000,- bertambah sebesar Rp.
175.000.000,-.

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp. 17.698.100.264,- setelah
perubahan sebesar Rp. 19.682.687.564,- bertambah sebesar Rp.
1.984.587.300,- yang terdiri atas:

a. Pendapatan hibah; dan

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum

(3)

perubahan sebesar Rp. 7.119.400.600,- setelah perubahan sebesar Rp. O,-
tidak ada perubahan.

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum
perubahan sebesar Rp. 10.578.699.664,- setelah perubahan sebesar Rp.
12.563.286.964,- bertambah sebesar Rp. 1.984.587.300,-

Pasal 7
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebelum perubahan
sebesar Rp. 939.851.147.734,- setelah perubahan sebesar Rp.
972.580.461.026,- bertambah sebesar Rp. 32.729.313.292,- yang terdiri
atas:

a. Belanja Operasional;




b. Belanja Modal,;
c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sebelum

(4)

(5)

perubahan sebesar Rp. 684.891.905.149,- setelah perubahan sebesar Rp.
721.625.689.767,- bertambah sebesar Rp. 36.733.784.618,- yvang terdiri
atas:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja bunga;

d. Belanja hibah; dan

e. Belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum
perubahan sebesar Rp. 369.887.460.380,- setelah perubahan sebesar Rp.
353.154.550.809,- berkurang sebesar Rp. (16.732.909.571),-.

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
sebelumm perubahan sebesar Rp. 289.213.825.514,- setelah perubahan
sebesar Rp. 324.307.259.528,- bertambah sebesar Rp. 35.093.434.014,-.
Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, sebelum
perubahan sebesar Rp. 3.803.650.011,- setelah perubahan sebesar Rp.
9.254.692.601,- bertambah sebesar Rp. 5.451.042.590,-.

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf d ,sebelum
perubahan sebesar Rp. 18.497.282.244,- setelah perubahan sebesar Rp.
30.962.981.779,- bertambah sebesar Rp. 12.465.699.535,-.

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
sebelum perubahan sebesar Rp. 3.489.687.000,- setelah perubahan
sebesar Rp. 3.946.205.050,- bertambah sebesar Rp. 456.518.050,-.

Pasal 9
Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, sebelum
perubahan sebesar Rp. 110.992.348.219,- setelah perubahan sebesar Rp.
109.702.925.893,- berkurang sebesar Rp. (1.289.422.326),- yang terdiri
atas:
a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin,;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;




d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
sebelum perubahan sebesar Rp. 7.950.000.000,- setelah perubahan
sebesar Rp. 7.658.000.000,- berkurang sebesar Rp. (292.000.000),-

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp. 22.596.610.091,- setelah
perubahan sebesar Rp. 19.019.001.176,- berkurang sebesar Rp.
(3.577.608.915),-.

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, sebelum perubahan sebesar Rp. 17.480.661.350,- setelah
perubahan sebesar Rp. 18.667.129.473,- bertambah sebesar Rp.
1.186.468.123,-.

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, sebelum perubahan sebesar Rp. 58.688.065.778,- setelah
perubahan sebesar Rp. 61.503.239.044,- bertambah sebesar Rp.
2.815.173.266,-.

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e sebelum perubahan sebesar Rp. 4.277.011.000,- setelah
perubahan sebesar Rp. 2.855.556.200,- berkurang sebesar Rp.
(1.421.454.800).

Pasal 10
Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, sebelum
perubahan sebesar Rp. 3.500.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp.
784.951.000,- berkurang sebesar Rp. (2.715.049.000).

Pasal 11
(1} Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebelum
perubahan sebesar Rp. 140.466.894.366,- setelah perubahan sebesar Rp.
0,- tidak ada perubahan yang terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil; dan

b. Belanja bantuan keuangan.

(2} Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum
perubahan sebesar Rp. 2.780.609.866,- setelah perubahan sebesar Rp. 0,-
tidak ada perubahan.




(3)

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
sebelum perubahan sebesar Rp. 137.686.284.500,- setelah perubahan
sebesar Rp. 0,- tidak ada perubahan.

Pasal 12

(1) Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari atas:

(2)

(3)

(1)

(2)

(1}

(2)

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
sebelum perubahan sebesar Rp. 30.356.337.000,- setelah perubahan
sebesar Rp. 29.521.084.500,- berkurang sebesar Rp. (835.252.500),-.
Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
sebelum perubahan sebesar Rp. 7.000.000.000,- setelah perubahan
sebesar Rp. 4.100.856.502,- berkurang sebesar Rp. (2.899.143.498),-.

Pasal 13
Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebelum perubahan sebesar Rp.
(23.356.337.000},- setelah perubahan sebesar Rp. (25.420.227.998),-
bertambah sebesar Rp. (2.063.890.998),-.
Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp.
23.356.337.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 25.420.227.998,-
bertambah sebesar Rp. 2.063.890.998,-.

Pasal 14

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya ditampung dalam
Laporan Realisasi Anggaran (LRA} Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran
2023.
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian

luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu Kkegiatan

pelayanan publik.



(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

¢. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:
1. Lampiran] Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
’ 2. Lampiran Il  Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran [l Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V  Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM,;
7. Lampiran VI Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan
APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan
APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;
10.Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah; dan




11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16
Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran

pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 6 Oktober 2023 |
BUPATI POHUWATO, |
|

| 7.
PUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 6 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

SKANDAR DATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO (8/24/2023)




1

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD

Lampiran | : Peraturan Daerah Kabupaten
Pohuwato
Nomor 08 Tahun 2023
Tanggal 06 Oktober 2023
KABUPATEN POHUWATO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASY MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Kode Uraian
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan (Rp) %
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 86.170.265.470 101.536.707.464 15.366.441.994| 18 %
41.01 Pajak Daerah 18.704.379.261 19.704.379.261 0 0%
4102 Retribusi Daerzh 8.101.719.400 8.101.719.400 0 0%
4103 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 3.800.000.000 3.800.000.000 ol 0%
yang Dipisahkan
4104 Lain-lain PAD yang Sah 54,564 166.809 ©9.930.608.803 153660441994 28 %
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 812.626.445.000 825.940.838.000 13.314.393.000 2%
4201 Ei::tapata” Transfer Pemerintah 777.626.445.000 790.765.838.000 13.139.393.000| 2%
4202 Pendapatan Transfer Antar Daerah 35.000.000.000 35.175.000.000 175.000.000 1%
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 17.698.100.264 19.682.687.564 1.984.587.300| 11%
YANG SAH
4.3.01 Pendapatan Hibah 7.119.400.600 7.119.400.600 Q 0%
Lain-lain Pendapatan Sesuai
4303 dengan Ketentuan Peraturan 10.578.699.664 12.563.286.964 1.984.587.300| 19%
Perundang-Undangan
Jumlah Pendapatan 916.494.8310.734 947.160.233.028 30.665.422.294 3%
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 684.891.905.149 721.625.689.767 36.733.784.618 5%
5.1.01 Belanja Pegawai 369.887.460.380 353.154 550.809 (16.732.909.571) 5%
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.213.825514 324.307.259.528 35.093.434.014] 12%
5.1.03 Belanja Bunga 3.803.650.011 9.254.692 601 5.451.042.590| 143 %
5.1.05 Belanja Hibah 18.497.282.244 30.962.981.779 12.465.699.535| 67 %
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 3.488.687.000 3.946.205.050 456.518.050| 13 %
5.2 BELANJA MODAL 110.992.348.219 109.702.925.893 {1.289.422.326) 1%
5.2.01 Belanja Modal Tanah 7.950.000.000 7.658.000.000 (292.000.000) 4%
5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.596.610.091 19.019.001.176 {3.577.608915)| 16%
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan 17.480.661.350 18.667.129.473 1.186.468.123| 7%
Bangunan
5204 f:ie;:?la Modal Jalan, Jaringan, dan 58,688.065.778 61.503.239.044 2815173266 5%
52.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.277.011.000 2.855.556.200 {1.421.454.8000] 33 %
53 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.500.000.000 784.951.000 {(2.715.049.000)| 78 %
53.01 Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000 784.951.000 {2.715.049.000)} 78%
54 BELANJA TRANSFER 140.466.894.366 140.466.894.366 0 0%
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 2.780.609.866 2.780.609.866 0 0%
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KABUPATEN POHUWATO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Daerah Tahun Berkenaan

Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Kode Uraian
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan (Rp) %
54.02 Belanja Bantuan Keuangan 137.686.284.500 137.686.284.500 0f 0%
Jumlah Belanja 939.851.147.734 972.580.461.026 32.729.313.292 3%
Total Surplus/(Defisit) (23.356.337.000) (25.420.227.998) (2.063.890.998) | -9%
PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 30.356.337.000 29.521.084.500 (835.252.500)| 3%
6.1.01 Stsg Lehih Berpumgan Anggaran 30.356.337.000 29.521,084.500 (835.252500)| 3%
Tahun Sebelumnya
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 30.356.337.000 29.521.084.500 (835.252.500)| 3%
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 7.000.000.000 4.100.856.502 (2.899.143.498) | 41 %
6.2.03 PETLEyRMY EIEIAN, Pako Lty 7.000.000.000 4.100.856.502 (2.899.143.498) | 41%
yang Jatuh Tempo
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 7.000.000.000 4.100.856.502 (2.899.143.498) | 41 %
Pembiayaan Netto 23.356.337.000 25.420.227.998 2.063.890.998 9%
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0 0 0!100 %
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